SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Menimbang :

Mengingat

(RI-SPAM)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2015 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana
Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,;

bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum di
wilayah ~ Kabupaten Tanah Laut dapat terselenggara
dengan tertib, berkelanjutan dan berfungsi sesuai
dengan yang direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Tanah Laut (RI-SPAM) Tahun 2015-
2033;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II  Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27



Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
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33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/
2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
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Minum (SPAM) Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat Untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1059);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelengaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air
Bawah Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten Tanah  Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah LautTahun 2008
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13 Nomor 14),
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014
Nomor 8);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT (RISPAM) TAHUN 2015-2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan  Republik
Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Rencana Induk Sistem penyediaan air minum yang
selanjutnya disebut RISPAM, adalah dokumen
perencanaan jangka panjang Sistem penyediaan air
minum masyarakat, dapat dilakukan melalui sistem
jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
RISPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Tanah
Laut.

Air baku wuntuk air minum rumah tangga, yang
selanjutnya disingkat air baku adalah air yang dapat
berasal dari sumber air permukaan, cekungan air
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tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu
tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya
berbasis air yang bermutu baik dan biasa
dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau
dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Air bersih terdiri dari air bersih perpipaan dan non
perpipaan.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan
air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat
SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-
fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan
sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum)
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan
penyediaan air minum kepada masyarakat menuju
keadaan yang lebih baik.

Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik
negara/badan wusaha milik daerah, koperasi, badan
usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang
melakukan  penyelenggaraan  pengembangan  sistem
penyediaan air minum.

SKPD adalah  Satuan Kerja  Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RISPAM Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sebagai dokumen
induk rencana Pengembangan SPAM di dalam wilayah
administrasi Kabupaten Tanah Laut yang disusun dengan
memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Tanah Laut
dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Tanah Laut.



Pasal 3

RISPAM Kabupaten Tanah Laut berfungsi sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam
perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Tanah Laut.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) RISPAM Kabupaten Tanah Laut ditetapkan untuk jangka
waktu 18 (delapan belas) tahun.

(2) RISPAM Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan
dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat
diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan
perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanah
Laut.

BAB IV
PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

Penyelenggara RISPAM adalah Pemerintah Daerah melalui
Badan Umum Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum
(BLU), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sekaligus
sebagai pelaksana RISPAM.

Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

BAB VI
SISTEMATIKA RI SPAM

Pasal 7

(1) RISPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri
dari 9 (Sembilan) Bab yaitu :
a) Babl Pendahuluan;
b) Bab II Kondisi Umum Daerah;



c) Bab III Kondisi
Eksisting;

Sistem  Penyediaan Air Minum

d) Bab IV Standard /Kriteria Perencanaan;

e) Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;

f) Bab VI Potensi Air Baku;

g) Bab VII Rencana Pengembangan SPAM,;

h) Bab VIII Rencana Pendanaan / Investasi; dan

i) Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air

Minum;

(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. ABDULLAH

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Balinan sesuai dengan aslinya
i Kepala Bagian m
dan Perundang - u:

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 18



